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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara berkembang, yang pada saat ini tengah gencar- 

gencarnya melakukan pembangunan di beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, 

politik, hukum, bahkan pendidikan dengan tujuan memberikan rakyatnya 

kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Rawadani dan Fidiana (2017) 

pembiayaan pembangunan dalam setiap bidangnya memerlukan pendapatan yang 

bisa memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karena itu pembiayaan pembangunan ini 

didanai salah satunya dari pajak. Bidang perekonomian menjadi salah satu fokus 

pemerintah, karena perekonomian memegang peranan penting untuk 

kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang stabil akan mempermudah dalam 

merealisasikan perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Hal ini sesuai 

dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang 

Dasar 1945 yang memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah. 

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah menganut 

prinsip nyata dan bertanggung jawab yang diperankan oleh Pendapatan Daerah, 

sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi pendapatan 
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daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus 

senantiasa ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan 

cermin kemandirian daerah, minimnya perolehan pendapatan daerah masih 

dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh- 

sungguh oleh masing masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan 

pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat (Parson, Ida, dan Marbun, 2017). Oleh 

karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah 

daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun 

kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah, hal ini mengingatkan pajak dan retribusi merupakan 

pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dan menjadi 

sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka 

otonomi daerah (Nusa, Falah, dan Ivanna, 2018). Mahangila dan Anderson (2017) 

mengemukakan bahwa “Pendapatan pajak daerah mencerminkan tingkat 

kemandirian suatu daerah, semakin tinggi pendapatan pajak daerah suatu daerah 

maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut dalam mengelola 

keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada 

di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber pendapatan 

pajak daerah”. Otonomi daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, 

yaitu tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda, untuk melaksanakan 

otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor 

potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya 
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pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Asrofi, Andi, dan Elisa 2019). 

Berikut tabel target dan realisasi pajak daerah Kota Palembang tahun 2015-2019: 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2015- 

2020 

Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah % 

2015 478.025.367.500,00 479.112.899.223,00 100,23 

2016 526.867.498.866,50 536.552.681.049,38 101,84 

2017 638.549.551.000,00 680.012.752.910,10 106,49 

2018 748.776.774.657,00 721.012.771.615,00 96,30 

2019 1.314.232.400.000,00 836.934.319.336,28 63,68 

2020 1.190.000.000.000,00 787.923.892.941,00 66,21 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang 
 

Berdasarkan pada tabel 1.1. di atas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya 

dari tahun 2015 sampai tahun 2020 nilai target yang diharapkan kota Palembang 

selalu meningkat tiap tahunnya, namun tidak seluruhnya target tersebut 

berbanding lurus dengan realisasi pencapaian. Tahun 2018, 2019, dan 2020 

jumlah realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, 

dengan hasil persentase 96,30% untuk tahun 2018, 63,68% untuk tahun 2019 dan 

66,21% untuk 2020. Berbicara soal pajak, pajak menurut Soemitro (2016) adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Sementara itu, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Adanya beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang 

dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan 

secara langsung, berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah 

sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai 

pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk 

masyarakat luas. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama 

dalam hal pembiayaan APBN dan APBD, pengertian APBD berdasarkan 

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomr 12 Tahun 2019 Pasal 1 tentang 

pengelolaan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

yang menjadi kewewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. 

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan 

pajak daerah (Mardiasmo, 2018). 

Menurut Resmi (2017) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 

II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing. 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah 

provinsi. Jenis pajak Kabupaten/Kota saat ini terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
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Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah digunakan untuk 

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah oleh karena itu pajak 

harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena 

semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka bisa dikatakan semakin mandiri 

pula suatu daerah tersebut dalam mengelola keuangannya (Rawadani dan Fidiana, 

2018). 

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang 

semakin hari potensinya semakin berkembang seiring semakin diperhatikannya 

komponen pendukung yaitu dari sektor jasa, pariwisata dan pembangunan. 

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dan Ibukota Sumatera Selatan, 

dimana Kota Palembang sendiri pertumbuhannya sangat pesat yang dapat dilihat 

dari terus dilakukannya pembangunan gedung-gedung yang bertingkat yang 

meliputi hotel, penginapan dan sejenisnya yang berpotensi sangat besar untuk 

menjadi penyumbang peningkatan pajak daerah. Demikian juga dengan pajak 

restoran yang sangat mungkin untuk berpotensi dalam peningkatan pendapatan 

daerah kota Palembang dikarenakan tingginya daya beli masyarakat, terutama 

kalangan remaja yang gemar berkumpul di cafe maupun restoran. Oleh karena itu, 

pajak hotel dan pajak restoran hendaknya mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah kota Palembang agar penerimaannya dari tahun ke tahun dapat terus 

mengalami peningkatan. Perkembangan pajak daerah kota Palembang terutama 
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pajak hotel dan pajak restoran dilihat dari target dan realisasi pada tabel 1.2. 

berikut: 

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015- 

2020 

Tahun Target Pajak 

Hotel 

Realisasi Pajak 

Hotel 

Target Pajak 

Restoran 

Realisasi Pajak 

Restoran 

2015 41.646.000.000 43.539.617.438 50.000.000.000 57.718.132.607 

2016 51.260.863.109 52.346.963.653 69.727.189.115 70.544.503.680 

2017 56.000.000.000 57.255.225.469 79.000.000.000 79.348.336.478 

2018 65.700.000.000 71.748.220.009 87.450.000.000 93.348.646.681 

2019 108.000.000.000 80.952.178.903 170.000.000.000 128.065.074.464 

2020 45.000.000.000 37.329.220.268 115.000.000.000 99.227.792.766 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang 
 

Tabel 1.2. memperlihatkan bahwa target dan realisasi pajak hotel dan 

pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2019 

dan 2020 pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan, 

dengan kata lain kinerja pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan di 

tahun 2019 dan 2020, tetapi dengan adanya perkembangan dari berbagai sektor 

tersebut, pemerintah daerah Kota Palembang terus berupaya untuk meningkatkan 

potensi pajak daerahnya. Meningkatnya pendapatan pajak hotel di Palembang 

terus bertambah dikarenakan meningkatnya jumlah hotel di kota Palembang, 

begitu juga dengan jumlah Restoran di kota Palembang. Terus bertambahnya 

hotel dikarenakan kota Palembang mulai menjadi penyelenggara atau tuan rumah 

beberapa event besar, contohnya PON, SEA Games, Islamic Solidarity Games, 

Asian Games, serta lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini 

membuat kota Palembang perlu meningkatkan pajak daerahnya agar dapat 

membantu pembangunan infrastruktur yang lebik baik. 
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Menurut Peraturah Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 pajak 

daerah merupakan salah satu sumber pendaparan asli daerah yang memiliki 

peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan 

akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, 

pemerintah juga harus berusaha secara aktif dengan cara menggali sumber-sumber 

potensial penerimaan pendapatan terutama yang berasal dari daerahnya. Terdapat 

beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu, diperbaruinya Peraturan 

Daerah dimana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

pajak daerah, dimana terdapat beberapa perubahan didalam peraturannya. 

Peraturan daerah sebelum diperbarui yaitu, omset minimal Rp 3.000.000 per 

bulan sudah dikenakan pajak restoran. Namun sekarang, omset Rp 9.000.000 

sampai dengan Rp 12.000.000 per bulan dikenakan pajak restoran dengan tarif 5%, 

sedangkan untuk omset di atas Rp 12.000.000 dikenakan pajak 10% 

(Sumeks.co,10 Juli 2020). 

Teknologi internet telah berkembang sehingga mempunyai pengaruh yang 

besar dalam kehidupan sehari-hari dari zaman ke zaman, mengakibatkan 

munculnya efek globalisasi yang mana telah menghilangkan batasan yang ada 

dalam kehidupa manusia. Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah 

manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa memakan waktu, kemajuan 

teknologi ini juga mencakup bidang pemerintahan, tak terkecuali bidang 

pemerintahan di sektor perpajakan. Oleh karena itu, seiring berjalannya 

perkembangan teknologi, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, 
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pemerintah kota Palembang menerapkan monitoring pajak berbasis online. 

Sebelum adanya monitoring pajak berbasis online, pelayanan pembayaran pajak 

hanya dilayani secara manual yaitu dengan cara mendatangi kantor pelayanan 

pajak daerah dengan membawa uang tunai. Hal tersebut mengharuskan wajib 

pajak untuk mendatangi langsung kantor pelayanan pajak darah dan mengambil 

antrian, serta mengikuti serangkaian proses yang terkadang cukup menyita waktu. 

Namun, dengan adanya monitoring pajak berbasis online, pembayaran pajak 

menjadi lebih mudah sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor 

pelayanan pajak daerah, semuanya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun 

secara online, sistem ini sekaligus sangat membantu fiskus dalam hal pemungutan 

pajak daerah dimana semua data transaksi sudah terekam kedalam sistem online. 

Adanya sistem ini diharapkan dapat menciptakan transaksi yang lebih efektif, 

efisien, dan transparan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan optimal 

dalam penerimaan pajak daerah. 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mencatat pemasangan 

alat monitoring pajak atau e-tax di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan 

berjalan sesuai target melanjutkan pemasangan monitoring pajak di restoran, hotel, 

parkir dan tempat hiburan yang dinilai wajib dikenakan pajak. Pemasangan 

dilakukan secara bertahap untuk 100 alat monitoring, kegiatan lanjutan 

pemasangan alat tersebut sesuai rencana ada sebanyak 600 unit alat monitoring di 

restoran, hotel, tempat hiburan, dan rumah makan (Sumeks.co, 3 Juli 2021). 

Menurut Harnojoyo selaku Walikota Palembang, pendapatan daerah mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan yakni Rp 500 miliar, hal ini akan dioptimalkan 
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melalui pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang menjadi primadona 

selama ini dengan menerapkan sistem baru yaitu alat deteksi yang dipasang setiap 

kasir agar penerimaan pajak benar-benar maksimal (tribunews.com, 3 Juli 2021). 

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya di BPPD kota Palembang Agung Nugraha 

mengatakan, hingga Oktober 2019 sudah terpasang sebanyak 478 alat monitoring 

atau e-tax, target Badan Pengelolaan Pajak Daerah sendiri akan memasang 

sebanyak 1.000 alat di tempat strategis (Liputan6.com, 3 Juli 2021). 

Potensi pajak hotel dan restoran dengan penggunaan alat perekam data 

atau monitoring pajak berbasis online telah meningkatkan penerimaan pajak 

daerah di kota lain, salah satunya kota Batam. Kepala Badan Penerimaan Pajak 

Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, sejak 

dipasang pada akhir 2018 lalu, 400 alat perekam transaksi objek pajak ini telah 

memberikan dukungan pada peningkatan pendapatan daerah hingga dua kali lipat, 

dari sektor hiburan, restaurant, dan hotel yang sudah terpasang tapping box di 

Batam, sudah memperlihatkan adanya perbedaan mencolok dibanding 

sebelumnya, dimana setelah terpasang tapping box ini bisa naik sampai dua kali 

lipat, salah satunya dapat dilihat pada sektor pariwisata dari Rp 20 miliar sudah 

naik jadi Rp 40 miliar (Jawapos.com, 4 Juli 2021). Kepala BP2RD Kota Batam, 

Raja Azmansyah juga menjelaskan, adapun potensi pemasangan tapping box di 

restoran mencapai 924 titik, terdiri dari 431 restoran, 223 rumah makan, dan 269 

kedai kopi, pemasangan tapping box dilaksanakan Pemerintah Kota Batam 

bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, targetnya sekitar 1.500 tapping box 

terpasang di empat jenis tempat usaha yang menyumbangkan pendapatan daerah. 
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Sementara yang sudah terealisasi pemasangan tapping box hingga akhir 2018 lalu 

sebanyak 400 unit di 381 tempat usaha. Pemerintah Kota Batam juga tercatat 

sebagai kota yang paling banyak telah menerapkan tapping box. Hal itu karena 

kota Batam juga merupakan pilot project tapping box ini (batamnews.co.id, 4 Juli 

2021). 

Selain kota Batam, kota lain yang telah menggunakan alat perekam data 

atau monitoring pajak berbasis online ini yaitu kota Bogor. Walikota Bogor Bima 

Arya baru-baru ini melaporkan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 yang naik 

hingga Rp 158,5 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan terbesar berasal 

dari penerimaan pajak di sektor pariwisata, khususnya restoran dengan total 

setoran mencapai Rp95,4 miliar. Besar kemungkinan kenaikan tersebut lantaran 

adanya dampak dari penggunaan tapping box yang telah dipasang oleh 

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah di hotel-hotel dan 

restoran, sementara untuk pajak hotel dan pajak hiburan, masing-masing 

memberikan kontribusinya sebesar Rp 71,1 miliar dan Rp 24,1 miliar. Secara total, 

pendapatan daerah kota Bogor tahun 2016 mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, 

pendapatan daerah tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 158,5 miliar bila 

disbanding dengan pendapatan daerah tahun 2015. Tercapainya target perolehan 

PAD tahun 2016 dikontribusi oleh pendapatan sektor pajak daerah sebesar Rp 

429,1 miliar atau 105,70% dari target sebesar Rp 465,6 miliar, (news.ddtc.co.id, 4 

Juli 2021). 
 

Program monitoring pajak berbasis online sendiri merupakan program 

baru pemerintah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang telah menerapkan 
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monitoring pajak berbasis online, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak 

parkir, pajak hiburan. Sistem atau alat yang digunakan pemerintah daerah kota 

Palembang untuk monitoring pajak berbasis online ini adalah Transaction 

Monitoring Device (TMD), dan Mobile Payment Online System (MPOS). MPOS 

merujuk pada uang elektronik berbasis server, sehingga dalam penggunaannya 

konsumen harus terkoneksi dengan server penerbit dan jaringan internet, 

(Prihatiningsih dkk, 2020). Sistem kerja TMD ini yaitu transaksi yang terjadi akan 

langsung masuk ke server, dan tinggal ditarik datanya, sedangkan MPOS butuh 

pengawasan lebih karena masih manual, jadi setiap yang masih menggunakan bil 

akan diinput ke MPOS, dan MPOS ini masih membutuhkan pengawasan dari 

konsumen untuk wajib meminta resi pembayaran agar membantu dalam 

perekaman data transaksi, (Beritamimika.com, 30 Mei 2021). 

Tabel 1.3. Jumlah MPOS dan TMD yang Terdaftar di Kota Palembang 10 

Februari 2020 

Jenis Pajak MPOS TMD  Total  

Hotel 2  38  40 

Restoran 127  260  387 

Parkir 0  32  32 

Hiburan 3  40  43 

 Total    502 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang 
 

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat dilihat bahwa jumlah hotel yang terdaftar untuk 

penggunaan MPOS dan TMD adalah 40 alat. Jumlah restoran yang terdaftar untuk 

penggunaan MPOS dan TMD adalah 387 alat. Jumlah tempat parkir yang 

terdaftar untuk penggunaan TMD adalah 32 alat, sedangkan jumlah pajak hiburan 

yang menggunakan MPOS dan TMD adalah 43 alat. Total keseluruhan dari hotel, 
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restoran, tempat parkir, dan tempat hiburan yang telah terdaftar untuk penggunaan 

MPOS dan TMD adalah 502 alat. Berikut tabel 1.4. menyajikan jumlah MPOS 

dan TMD yang terintegrasi online: 

Tabel 1.4. Jumlah MPOS dan TMD yang terintegrasi online di Kota 

Palembang 10 Februari 2020 

Jenis Pajak  MPOS TMD Total  

Hotel  2 37  39 

Restoran  126 252  378 

Parkir  0 32  32 

Hiburan  3 39  42 

 Total    491 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 
 

Berdasarkan tabel 1.4. dapat diketahui jumlah hotel yang telah terintegrasi online 

menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 39 alat. Jumlah restoran yang telah 

terintegrasi online menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 378 alat. Jumlah 

tempat parkir yang telah terintegrasi online menerapkan MPOS dan TMD 

berjumlah 32 alat. Jumlah tempat hiburan yang telah terintegrasi online 

menerapkan MPOS dan TMD berjumlah 42 alat. Total keseluruhan dari hotel, 

restoran, tempat parkir, dan tempat hiburan yang terintegrasi online menerapkan 

MPOS dan TMD berjumlah 491 alat. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang 

terintegrasi offline dalam penggunaan MPOS dan TMD. Berikut tabel 1.5. 

menyajikan jumlah wajib pajak yang terintegrasi offline dalam penerapan MPOS 

dan TMD: 
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Tabel 1.5. Jumlah MPOS dan TMD yang terintegrasi offline di Kota 

Palembang 10 Februari 2020 

Jenis Pajak  MPOS  TMD  Total  

Hotel   0  1  1 

Restoran   1  8  9 

Parkir   0  0  0 

Hiburan   0  1  1 

 Total      11 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 
 

Tabel 1.5. memperlihatkan bahwa total penggunaan MPOS dan TMD yang 

terintegrasi offline adalah 11 alat, dimana alat yang paling banyak terintegrasi 

offline adalah pada restoran. Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Palembang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kota 

Palembang Nomor 83 Tahun 2013 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi 

usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online 

system, bahwa penerapan sistem online dimaksud sebagai upaya untuk 

optimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam 

satu kurun waktu masa pajak. 

Penggunaan sistem teknologi TMD ini digunakan pada lokasi usaha yang 

telah terintegrasi secara sistem, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah, 

Sulaiman Amin mengungkapkan bahwa sistem teknologi TMD ditempatkan pada 

pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan 

(Sumatra.bisnis.com,14 Agustus 2020). TMD adalah sebuah alat monitoring 

transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung 

setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Alat ini mampu melakukan 
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pemantauan dan mengirimkan data transaksi yang terjadi di wajib pajak, baik 

yang dilakukan melalui komputer ataupun mesin cash register ke server aplikasi 

pemerintah daerah (Mediasriwijaya.com, 2 Agustus 2020). 

Adanya penerapan monitoring pajak berbasis online ini pada pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dikarenakan pajak tersebut 

memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi dalam pemungutan pajak 

daerahnya. Menurut kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin, bahwa salah 

satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerapkan 

monitoring pajak berbasis online, selain itu juga untuk mengejar target 

pendapatan daerah serta mengurangi tipuan dalam pembayaran pajak di kota 

Palembang. Pemasangan TMD masih menjadi cara yang dianggap efisien BPPD 
 

Kota Palembang, dalam memantau wajib pajak, khususnya restoran, pusat hiburan 
 

dan hotel. Salah satu target pajak yang naik cukup tinggi dari pajak restoran yang 
 

mengalami   kenaikan   47%   atau   sebesar   Rp   250   miliar   dari   sebelumnya, 
 

(globalplanet.news, 27 Juli 2020). 

 

Indonesia telah melakukan penerapan monitoring pajak berbasis online di 

berbagai kota. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan di Indonesia, sehingga 

memberikan sistem pelayanan yang cepat bagi masyarakat dan mengurangi 

kecurangan yang ada dalam perpajakan. Penggunaan sistem dan teknologi 

informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi 

sistem yang efektif (Azkiya, 2018). Pandiangan (2014) menegaskan bahwa bila 

sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan secara manual yang membutuhkan 
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banyak waktu dan kertas, kemudian diubah dengan menggunakan sistem 

informasi dan teknologi informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja 

serta kertas. Demikian dengan hal tersebut, adanya modernisasi sistem 

administrasi pada perpajakan dapat mendukung monitoring pajak berbasis online 

yang diterapkan. Pelayanan pada pajak menjadi lebih cepat dan mudah untuk 

dilakukan. 

Penelitian terkait monitoring pajak berbasis online sebelumya telah diteliti 

oleh Leliya dan Afiyah (2016) yang menyatakan bahwa “Pembayaran pajak 

online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adanya 

sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi 

wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi 

pajak dan kerahasiaan pendokumentasian pajak, dengan itu keterlambatan 

pembayaran pajak dapat berkurang. Target pendapatan dapat tercapai dan 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya”. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Rysaka, Saleh, dan Rengu (2014) yang mengatakan bahwa “penggunaan sistem 

elektronik dapat mempermudah perhitungan yang dilakukan secara cepat dan 

tepat dalam melaporkan pajak dengan menggunakan sistem komputer, sehingga 

dapat memberikan kemudahan. Pada pelayanan elektronik pada KPP Pratama 

Malang Utara terdapat faktor penghambat jalannya sebuah sistem elektronik 

perpajakan yaitu dari segi jumlah pegawai pajak yang masih kurang, hal ini 

menyebabkan banyaknya data-data wajib pajak yang menumpuk untuk diproses 

pada seksi pelayanan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menyelesaikannya”. 
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Berdasarkan ragam penelitian terdahulu, pembayaran sistem pemantau 

pajak online banyak memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan 

daerah, memberikan kemudahan wajib pajak dan keefektifan dari segi waktu, 

keterlambatan membayar pajak semakin berkurang serta tercapainya target 

pendapatan daerah. Hanya saja, masih ada beberapa faktor penghambatnya yaitu 

pada penelitian Rysaka, Saleh, dan Rengu (2014) menyatakan kurangnya jumlah 

pegawai pajak sehingga membutuhkan waktu lama untuk memproses data. Oleh 

karena itu, berdasarkan hal yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan monitoring 

pajak berbasis online di kota Palembang agar tercapainya target pendapatan 

daerah. Penulis akan menjabarkan apakah target pendapatan daerah akan tercapai 

dengan penerapan monitoring pajak berbasis online dimana masih adanya pro dan 

kontra wajib pajak atas penerapan monitoring pajak berbasis online tersebut, 

sehingga penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian dengan 

mengajukan judul: “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah 

Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online (Studi Pada Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penerapan monitoring pajak bertujuan untuk 

bisa meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi risiko adanya 

kecurangan yang dilakukan wajib pajak, tetapi setiap sistem baru ini tentu masih 

belum sempurna dalam penerapannya, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan 
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penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah penerapan 
 

monitoring pajak berbasis online terhadap pendapatan daerah?. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan 

sesudah pelaksanaan monitoring pajak berbasis online terhadap pendapatan 

daerah kota Palembang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Manfaat Teoritis 

 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan tentang 

penerapan monitoring pajak berbasis online. 

b. Manfaat Praktis 

 
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

 
1). Bagi Wajib Pajak yang Menerapkan Sistem Monitoring Pajak Online 

Wajib pajak yang telah menerapkan sistem monitoring pajak berbasis 

online diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai informasi 

dan sumbangan pemikiran. 

2). Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

 

Hasil penelitian ini harap dijadikan sebagai masukan  dan 

pertimbangan kepada Badan  Pengelolaan Pajak  Daerah Kota 
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Palembang terkait penerapan pelaksanaan monitoring pajak daerah 

berbasis online tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 

BAB I: Pendahuluan 

 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB II: Studi Kepustakaan 

 

Pada bab ini menjelaskan konsep pajak, fungsi pajak, pajak daerah, 

pendapatan daerah, pajak hotel yang meliputi pengertian pajak hotel, 

objek dan bukan objek pajak hotel, subjek pajak dan wajib pajak hotel, 

dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak hotel, tata cara 

pembayaran dan penagihan pajak hotel, pajak restoran yang meliputi 

objek dan bukan objek pajak restoran, subjek pajak restoran dan wajib 

pajak restoran, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak restoran, 

tata cara pembayaran dan penagihan pajak restoran, monitoring pajak 

berbasis online, penelitian terdahulu dan alur pikir. 

BAB III: Metode Penelitian 

 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Bab ini menjabarkan tentang data penelitian, gambaran umum 

monitoring pajak berbasis online di kota Palembang, statistik deskriptif, 

uji beda non parametrik, kendala dalam penerapan monitoring pajak 

berbasis online, keuntungan dan kerugian monitoring pajak berbasis 

online. 

BAB V: Penutup 
 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang bisa dijadikan 

sebagai bahan evaluasi. 
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